UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 32 TAHUN 2004

TENTANG
PEMERINTAHAN DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dacrah
sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945, pemerintahan daerah, yang mengatur dan
mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan
tugas pembantuan, diarahkan untuk mempercepat terwajudnya
kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan,
pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya
saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi,
pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu dacrah
dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia;

b. bahwa efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan
dacrah perlu ditingkatkan dengan lebih memperhatikan aspek-
aspek  hubungan antarsusunan pemerintahan dan
antarpemerintahan daerah, potensi dan keanekaragaman daerah,
peluang dan tantangan persaingan global dengan memberikan
kewenangan seluas-luasnya kepada daerah disertai dengan
pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah
dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara;

c. bahwa Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang
Pemerintahan Daerah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan,
ketatanegaraan, dan tuntutan penyelenggaraan otonomi daerah
sehingga perlu diganti;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, huruf b, dan huruf
¢, perlu ditetapkan Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 1, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 18B, Pasal
20, Pasal 21, Pasal 22D, Pasal 23E ayat (2), Pasal 24A ayat (1),
Pasal 31 ayat (4), Pasal 33, dan Pasal 34 Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara
Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75.
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851):

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47.
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286):
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4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan
Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan
Rakyat, Dewan Perwakilan Dacrah, dan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4310);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4355);

6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4389);

7.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:
Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden
Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan
negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,

2. Pemerintahan dacrah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan
oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan
tugas pcmbantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam
sistem dan pinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia
scbagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah dacrah adalah Gubenur, Bupati, atau Walikota, dan
perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan
dacrah.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD
adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan daerah.
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10.

11

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah
otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan
pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai
dengan peraturan perundang-undangan.

Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan
masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang
berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan
kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri
berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan
Republik Indonesia. ‘
Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan ole',
Pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus
urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik
Indonesia.

Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan oleh
Pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah dan/atau
kepada instansi vertikal di wilayah tertentu.

Tugas pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada
daerah dan/atau desa dari pemerintahan provinsi kepada
kabupaten/kota dan/atau desa serta dari pemerintah kabupaten/
kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu.
Peraturan daerah selanjutnya disebut Perda adalah peraturan
daerah provinsi dan/atau peraturan daerah kabupaten/kota.
Peraturan kepala daerah adalah peraturan Gubernur dan/atau
peraturan Bupati/Walikota.

Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut
desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-
batas wilayah yang berwenang untvk mengatur dan mengurus
kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat
istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem
Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Perimbangan keuangan antara Pemerintah dan pemerintahan
daerah adalah suatu sistem pembagian keuangan yang adil,
proporsional, demokratis, transparan, dan bertanggung jawab
dalam rangka pendanaan penyelenggaraan desentralisasi, dengan
mempertimbangkan potensi, kondisi dan kebutuhan daerah serta
besaran pendanaan penyelenggaraan dekonsentrasi dan tugas
pembantuan.

Anggaran pendapatan dan belanja daerah, selanjutnya disebut
APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah
yang ditetapkan dengan peraturan daerah.

Pendapatan daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai
penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran
yang bersangkutan.

Belanja daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui
sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun
anggaran yang bersangkutan.

Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali
dan/atau pengeluaran yang akan diterima kemb:li, baik pada
tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun
anggaran berikutnya.




18. Pinjaman daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan
daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang
bernilai uang dari pihak lain sehingga daerah tersebut dibebani
kewajiban untuk membayar kembali.

19. Kawasan khusus adalah bagian wilayah dalam provinsi dan/atau
kabupaten/kota yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk
menyelenggarakan fungsi-fungsi pemerintahan yang bersifat
khusus bagi kepentingan nasional.

20. Pasangan calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah
yang selanjutnya disebut pasangan calon adalah bakal pasangan
calon yang telah memenuhi persyaratan untuk dipilih sebagai
kepala daerah dan wakil kepala daerah.

21. Komisi Pemilihan Umum Daerah yang selanjutnya disebut
KPUD adalah KPU Provinsi, Kabupaten/Kota sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 yang
diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang ini untuk
menyelenggarakan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala
daerah di setiap provinsi dan/atau kabupaten/kota.

22. Panitiz Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan
Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya
disebut PPK, PPS, dan KPPS adalah pelaksana pemungutan
suara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah pada
tingkat kecamatan, desa/kelurahan, dan tempat pemungutan
suara.

23. Kampanye pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang
selanjutnya disebut kampanye adalah kegiatan dalam rangka
meyakinkan para pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan
program pasangan calon.

Pasal 2

(1) Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah
provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota
yang masing-masing mempunyai pemerintahan daerah.

(2) Pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut
asas otonomi dan tugas pembantuan.

(3) Pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan
pemerintahan yang menjadi urusan Pemerintah, dengan tujuan
meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan
daya saing daerah.

(4) Pemerintahan dacrah dalam menyclenggarakan urusan
pemerintahan memiliki hubungan dengan Pemerintah dan dengan
pemerintahan daerah lainnya.

(5) Hubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi
hubungan wewenang, keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan
sumber daya alam, dan sumber daya lainnya.

(6) Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber
daya alam, dan sumber daya lainnya dilaksanakan secara adil
dan selaras.
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(7) Hubungan wewenang, keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan
sumber daya alam dan sumber daya lainnya menimbulkan
hubungan administrasi dan kewilayahan antarsusunan pemerintahan.

(8) Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan
daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur
dengan undang-undang.

(9) Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan
masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sepanjang
masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan
prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 3
(1) Pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat

(3) adalah :

a. pemerintahan dacrah provinsi yang terdiri atas pemecrintah
daerah provinsi dan DPRD provinsi;

b. pemerintahan daerah kabupaten/kota yang terdiri atas
pemerintah daerah kabupaten/kota dan DPRD kabupaten/
kota.

(2) Pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri
atas kepala daerah dan perangkat daerah.

BAB II
PEMBENTUKAN DAERAH DAN KAWASAN KHUSUS

Bagian Kesatu
Pembentukan Daerah

Pasal 4

(1) Pembentukan dacrah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 avat
(1) ditetapkan dengan undang-undang.

(2) Undang-undang pembentukan daerah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) antara lain mencakup nama, cakupan wilayah, batas,
ibukota, kewenangan menyelenggarakan urusan pemerintahan,
penunjukan penjabat kepala daerah, pengisian keanggotaan
DPRD, pengalihan kepegawaian, pendanaan, peralatan, dan
dokumen, serta perangkat daerah.

(3) Pembentukan daerah dapat berupa pcnggabungan beberapa
daerah atau bagian daerah yang bersandingan atau pemekaran
dari satu daerah menjadi dua daerah atau lebih.

(4) Pemekaran dari satu daerah menjadi 2 (dua) daerah atau lebih
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan setelah
mencapai batas minimal usia penyelenggaraan pemerintahan.
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Pasal 5

(1) Pembentukan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 harus
memenuhi syarat administratif, teknis, dan fisik kewilayahan.

(2) Syarat administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk
provinsi meliputi adanya persetujuan DPRD kabupaten/kota dan
Bupati/Walikota yang akan menjadi cakupan wilayah provinsi,
persetujuan DPRD provinsi induk dan Gubernur, serta
rekomendasi Menteri Dalam Negeri.

(3) Syarat administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk
kabupaten/kota meliputi adanya persetujuan DPRD kabupaten/
kota dan Bupati/Walikota yang bersangkutan, persetujuan DPRD
provinsi dan Gubernur serta rekomendasi Menteri Dalam Negeri.

(4) Syarat teknig sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi
faktor yang menjadi dasar pembentukan daerah yang mencakup
faktor kemampuan ekonomi, potensi daerah, sasial budaya, sosial
politik, kependudukan, luas daerah, pertahanan, keamanan, dan
faktor lain yang memungkinkan terselenggaranya otonomi
daerah. .

(5) Syarat fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi
paling sedikit 5 (lima) kabupaten/kota untuk pembentukan
provinsi dan paling sedikit 5 (lima) kecamatan untuk
pembentukan kabupaten, dan 4 (empat) kecamatan untuk
pembentukan kota, lokasi calon ibukota, sarana, dan
prasarana pemerintahan.

Pasal 6

(1) Daerah dapat dihapus dan digabung dengan daerah lain
apabila daerah yang bersangkutan tidak mampu
menyelenggarakan otonomi daerah.

(2) Penghapusan dan penggabungan daerah otonom dilakukan
setelah melalui proses evaluasi terhadap penyelenggaraan

~ pemerintahan daerah.

(3) Pedoman cvaluasi ssbagaimana dimaksud pada ayat (2)
diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 7

(1) Penghapusan dan penggabungan daerah sebagaimana di
maksud dalam Pasal 6 ayat (2) beserta akibatnya ditetapkan
dengan undang-undang.

(2) Perubahan batas suatu daerah, perubahan nama daerah,
pemberian nama bagian rupa bumi serta perubahan nama,
atau pemindahan ibukota yang tidak mengakibatkan
penghapusan suatu daerah ditetapkan dengan Peraturan
Pemerintah.

(3) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan
atas usul dan persetujuan daerah yang bersangkutan.
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Pasal 8

Tata cara pembentukan, penghapusan, dan penggabungan daerah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pacal 5, dan Pasal 6 diatur
dengan Peraturan Pemeri.tah.

Bagian Kedua
Kawasan Khusus

Pesal 9

(1) Untuk menyclenggarakan fungsi pemcrintahan tertentu yang
bersifat khusus bagi kepentingan nasional, Pemerintah dapat
menetapkan kawasan khusus dalam wilayah provinsi dan/atau
kabupaten/kota.

(2) Fungsi pemerintahan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) untuk Perdagangan bebas dan/atau pelabuhan bebas ditetapkan
dengan undang-undang.

(3) Fungsi pemerintahan tertentu selain sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

(4) Untuk membentuk kawasan khusus sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) dan ayat (3), Pemerintah mengikutsertakan daerah
yang bersangkutan.

(5) Daerah dapat mengusulkan pembentukan kawasan khusus
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pemerintah.

(6) Tata cara penetapan kawasan khusus sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) diatur dalam
Peraturan Pemerintah.

BAB Il
PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN

Pasal 10

(1) Pemerintahan daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangannya, kecuali urusan pemerintahan yang
oleh Undang-Undang ini ditentukan menjadi urusan Pemerintah.

(2) Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah sebagaimar.a dimaksud pada ayat (1),
pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk
mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan
asas otonomi dan tugas pembantuan.

(3) Urusan pemerintahan yang menjadi urusan Pemerintah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

a. politik luar negeri;

b. pertahanan;

¢. keamanan,;

d. yustisi;

e. moneter dan fiskal nasional; dan
f. agama.




4

)

(1)

(2)

3)

(4)

(1)

2)

(M

Dalam menyclenggarakan urusan pemerintahan sebagaimana

dimaksud pada ayat (3), Pemerintah menyelenggarakan sendiri

atau dapat melimpahkan sebagian urusan pemerintahan kepada

perangkat Perderintah atau waxil Pemerintah di daerah atau dapat

menugaskan kepada pemerintahan daerah dan/atau pemerintahan

desa. A

Dalam urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan

Pemerintah di luar urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud

pada ayat (3), Pemerintah dapat:

a. menyelenggarakan sendiri sebagian urusan pemerintahan;

b. melimpahkan sebagian urusan pemerintahan kepada Gubenur
selaku wakil Pemerintah; atau

¢. menugaskan sebagian urusan kepada pemerintahan daerah dan/
atau pemerintahan desa berdasarkan asas tugas pembantuan.

Pasal 11

Penyelenggaraan urusan pemerintahan dibagi berdasarkan kriteria
eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi dengan memperhatikan
keserasian hubungan antar susunan pemerintahan.
Penyelenggaraan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) merupakan pelaksanaan hubungan kewenangan
antara Pemerintah dan pemerintahan daerah provinsi, kabupaten
dan kota atau antarpemerintahan daerah yang saling terkait,
tergantung, dan sinergis sebagai satu sistem pemerintahan.
Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan
daerah, yang disclenggarakan berdasarkan kriteria sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), terdiri atas urusan wajib dan urusan
pilihan.

Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang bersifat wajib yang
berpedoman pada standar pelayanan minimal dilaksanakan secara
bertahap dan ditetapkan oleh Pemerintah.

Pasal 12

Urusan pemcrintahan yang diserahkan kepada daerah disertai
dengan sumber pendanaan, pengalihan sarana dan prasarana, serta
kepegawaian sesuai dengan urusan yang didesentralisasikan.

Urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Gubernur disertai
dengan pendanaan sesuai dengan urusan yang didekonsentrasikan.

Pasal 13

Urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan dacrah
provinsi merupakan urusan dalam skala provinsi yang meliputi :
a. perencanaan dan pengendalian pembangunan;

b. perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang;

c. penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat,
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@)

(D)

d. penyediaan sarana dan prasarana umum,

¢. penanganan bidang keschatan;

f. penyelenggaraan pendidikan dan alokasi sumber daya manusia
potensial;

g. penanggulangan masalah sosial lintas kabupaten/kota;

h. pelayanan bidang ketenagakerjaan lintas kabupaten/kota;

i. fasilitasi pengembangan koperasi, usaha kecil, dan menengah
termasuk lintas kabupaten/kota;

j. pengendalian lingkungan hidup;

k. pelayanan pertanahan termasuk lintas kabupaten/kota;

|. pelayanan kependudukan, dan catatan sipil;

m.pelayanan administrasi umum pemerintahan;

n. pelayanan administrasi penanaman modal termasuk lintas
kabupaten/kota;

0. penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya yang belum dapat -
dilaksanakan oleh kabupaten/kota; dan

p. urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan
perundang-undangan.

Urusan pemerintahan provinsi yang bersifat pilihan meliputi
urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk
meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi,
kekhasan, dan potensi unggulan dacrah yang bersangkutan.

Pasal 14

Urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah
untuk kabupaten/kota mcmpakan urusan yang berskala kabupaten/

kota mefiputi:
a pcrcncanaan 'dan pengendahan pembangunan;

b. perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang;
c. penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
d. penyediaan sarana dan prasarana umum;

. ¢. penanganan bidang keschatan;
_ f. penyelenggaraan pendidikan;

2)

g. penanggulangan masalah sosial;

h. pelayanan bidang ketenagakerjaan;

i. fasilitasi pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah,

j- pengendalian lingkungan hidup;

k. pelayanan pertanahan;

l. pelayanan kependudukan, dan catatan sipil;

m.pelayanan administrasi umum pemerintahan;

n. pelayanan administrasi penanaman modal;

o. penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya; dan

p. urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan
perundang-undangan.

Urusan pemerintahan kabupaten/kota yang bersifat pilihan meliputi

urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk

meningkatkan kescjahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi,

kekhasan, dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan.




3)

(1

(2)

(3)

(1

(2)

Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10,
Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, dan Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2)
diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 15

Hubungan dalam bidang keuangan antara Pemerintah dan
pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat
(4) dan ayat (5) meliputi:

a. pemberian sumber-sumber keuangan untuk menyelenggarakan
urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan
daerah;

b. pengalokasian dana perimbangan kepada pemerintahan daerah;
dan

¢c. pemberian pinjaman dan/atau hibah kepada pemerintahan
daerah.

Hubungan dalam bidang keuangan antarpemerintahan daerah

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) dan ayat (5)

meliputi:

a. bagi hasil pajak dan nonpajak antara pemerintahan daerah
provinsi dan pemerintahan daerah kabupaten/kota;

b. pendanaan urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab
bersama;

¢. pembiayaan bersama atas kerja sama antardaerah; dan

d. pinjaman dana/atau hibah antarpemerintahan daerah.

Hubungan dalam bidang keuangan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam peraturan perundang-undangan

Pasal 16

Hubungan dalam bidang pelayanan umum antara Pemerintah dan

pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat

(4) dan ayat (5) meliputi:

a. kewenangan, tanggung jawab, dan pencntuan standar pelayanan
minimal;

b. pengalokasian pendanaan pelayanan umum yang menjadi
kewenangan daerah; dan

c. fasilitasi pelaksanaaan kerja sama antarpemerintahan daerah
dalam penyelenggaraan pelayanan umum.

Hubungan dalam bidang prlayanan umum antarpemerintahan

daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) dan ayat

(5) meliputi:

a. pelaksanaan bidang pelayanan umum yang menjadi
kewenaugan daerah;

b. kerja sama antarpemerirtahan daerah dalam penyelenggaraan
pelayanan umum; dan

c. pengelolaan perizinan bersama bidang pelayanan umum.
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(3) Hubungan dalam bidang pelayanan umum sebagaimana dimaksud

(H

(2)

)

()

(2)

3)

(4)

pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam peraturan perundang-

undangan.
Pasal 17

Hubungan dalam bidang pemanfaatan sumber daya alam dan

sumber daya lainnya antara Pemerintah dan pemerintahan dacrah

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) dan ayat (5) meliputi:

a. kewenangan, tanggung jawab, pemanfaatan, pemeliharaan,
pengendalian dampak, budidaya, dan pelestarian;

b. bagi hasil atas pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya
lainnya; dan

c. penyerasian lingkungan dan tata ruang serta rehabilitasi lahan.

Hubungan dalam bidang pemanfaatan sumber daya alam dan

sumber daya lainnya antarpemerintahan d:erah sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) dan ayat (5) meliputi:

a. pelaksanaan pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya
lainnya yang menjadi kewenangan daerah;

b. kerja sama dan bagi hasil atas pemanfaatan sumber daya alam
dan sumber daya lainnya antarpemerintahan daerah; dan

¢. pengelolaan perizinan bersama dalam pemanfaatan sumber daya
alam dan sumber daya lainnya.

Hubungan dalam bidang pemanfaatan sumber daya alam dan

sumber daya lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan

ayat (2) diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

Daerah yang memiliki wilayah laut diberikan kewenangan untuk

mengelola sumber daya di wilayah laut.

Daerah mendapatkan bagi hasil atas pengelolaan sumber daya alam

di bawah dasar dan/atau di dasar laut sesuai dengan peraturan

perundang-undangan.

Kewenangan daerah untuk mengelola sumber daya di wilayah laut

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. eksplorasi, eksploitasi, konservasi, dan pengelolaan kekayaan
laut;

b. pengaturan administratif’

C. pengaturan tata ruang;

d. penegakan hukum terhadap peraturan yang dikeluarkan olch
daerah atau yang dilimpahkan kewenangannya oleh Pemerintah:

e. ikut serta dalam pemeliharaan keamanan; dan

f. ikut serta dalam pertahanan kedaulatan negara.

Kewenangan untuk mengelola snmber daya di wilayah laut

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling jauh 12 (dua belas)

mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke

arah perairan kepulauan untuk provinsi dan 1/3 (sepertiga) dan

wilayah kewenangan provinsi untuk kabupaten/kota. '




(5) Apabila wilayah laut antara 2 (dua) provinsi kurang dari 24 (dua
puluh empat) mil, kewenangan untuk mengelola sumber daya di
wilayah laut dibagi sama jarak atau diukur sesuai prinsip garis
tengah dari wilayah antar 2 (dua) provinsi tersebut, dan untuk
kabupaten/kota memperoleh 1/3 (sepertiga) dari wilayah
kewenangan provinsi dimaksud.

(6) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) tidak
berlaku terhadap penangkapan ikanoleh nelayan kecil.

(7) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat
(3), ayat (4), dan ayat (5) diatur lebik lanjut dalam peraturan
perundang-undangan.

BAB IV
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

Bagian Kesatu
Penyelenggara Pemerintahan

Pasal 19

(1) Penyelenggara pemerintahaan adalah Presiden dibantu oleh |
(satu) orang wakil Presiden, dan oleh menteri negara.

(2) Penyelenggara pemerintahan daerah adalah pemerintah daerah dan
DPRD.

Bagian Kedua
Asas Penyelenggaraan Pemerintahan

Pasal 20

(1) Penyelenggaraan pemerintahan berpedoman pada Asas Umum
Penyelenggaraan Negara yang terdiri atas:

a. asas kepastian hukum;
b. asas tertib penyelenggara negara;

. asas kepentingan umum,

. asas keterbukaan;

. asas proporsionalitas;

asas profesionalitas;

. asas akuntabilitas;

. asas efisiensi; dan
i. asas efektivitas.

(2) Dalam menyelenggarakan pemerintahan, Pemerintah
menggunakan asas desentralisasi, tugas pembantuan, dan
dekonsentrasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(3) Dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah, pemerintahan
daerah menggunakan asas otonomi dan tugas pembantuan.
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Bagian Ketiga
Hak dan Kewajiban Daerah

Pasal 21

Dalam menyelenggarakan otonomi, daerah mempunyai hak:

a. mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya;

b. memilih pimpinan daerah;

¢. mengelola aparatur daerah;

d. mengelola kekayaan daerah;

¢. memungut pajak daerah dan retribusi daerah;

f. mendapatkan bagi hasil dari pengelolaan sumber daya alam dan
sumber daya lainnya yang berada di daerah;

g. mendapatkan sumber-sumber pendapatan lain yang sah; dan

h. mendapatkan hak lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-
undangan. :

Pasal 22

Dalam menyelenggarakan otonomi, daerah mempunyai kewajiban:

a. melindungi masyarakat, menjaga persatuan, kesatuan dan kerukunan
nasional, serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

b. meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat;

¢. mengembangkan kehidupan demokrasi;

d. mewujudkan keadilan dan pemerataan;

¢. meningkatkan pelayanan dasar pendidikan;

f. menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan;

8- menyediakan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak;

h. mengembangkan sistem jaminan sosial;

1. menyusun perencanaan dan tata ruang daerah;

J. mengembangkan sumber daya produktif di daerah;

k. melestarikan lingkungan hidup;

l. mengelola administrasi kependudukan;

m.melestarikan nilai sosial budaya;

n. membentuk dan menerapkan peraturan perundang-undangan sesuai
dengan kewenangannya; dan

0. kewajiban lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

(1) Hak dan kewajiban daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal
21 dan Pasal 22 diwujudkan 4alam bentuk rencana kerja
pemerintahan dacrah dan dijabarkan dalam bentuk pendapatan,
belanja, dan pembiayaan daerah yang dikelola dalam sistem
pengelolaan keuangan daerah.

(2) Pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilakukan secara efisien, efektif, transparan, akuntabel, tertib,
adil, patut, dan taat pada peraturan perundang-undangan.
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Bagian Keempat
Pemerintah Daerah

Parugraf Kesatu
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Pasal 24

Setiap daerah dipimpin oleh kepala pemerintah daerah yang
disebut kepala daerah.

Kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk provinsi
disebut Gubernur, untuk kabupaten disebut bupati, dan untuk kota
disebut walikota.

Kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh
satu orang wakil kepala daerah.

Wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk
provinsi di sebut wakil Gubernur, untuk kabupaten disebut wakil
bupati dan untuk kota disebut wakil walikota.

Kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) dan ayat (3) dipilih dalam satu pasangan secara
langsung oleh rakyat di daerah yang bersangkutan.

Paragraf Kedua
Tugas dan Wewenang serta Kewajiban
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Pasal 25

Kepala daerah mempunyai tugas dan wewenang:

a. memimpin penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan
kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD;

b. mengajukan rancangan Perda;

c. menetapkan Perda yang telah mendapat persetujuan bersama
DPRD;

d. menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang APBD kepada
DPRD untuk dibahas dan ditetapkan bersama;

o

. mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah;

f. mewakili daerahnya di dalam dan di luar pengadilan, dan dapat
menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan
perundang-undangan; dan

g. melaksanakan tugas dan wewenang lain sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.

(1)

Pasal 26

Wakil kepala daerah mempunyai tugas:
a. membantu kepala daerah dalam menyelenggarakan
pemerintahan daerah;
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b. membantu kepala dacrah dalam mengkoordinasikan kegiatan
instansi vertikal di daerah, menindaklanjuti laporan dan/atau
temuan hasil pengawasan aparat pengawasan, melaksanakan
pemberdayaan perempuan dan pemuda, serta mengupayakan
pengembangan dan pelestarian sosial budaya dan lingkungan
hidup;

¢. memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan
kabupaten dan kota bagi wakil kepala daerah provinsi;

d. memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan di
wilayah kecamatan, kelurahan dan/atau desa bagi wakil kepala
daerah kabupaten/kota;

e. memberikan saran dan pertimbangan kepada kepala dacrah
dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintah daerah;

f. melaksanakan tugas dan kewajiban pemerintahan lainnya yang
diberikan oleh kepula daerah; dan

g. melaksanakan tugas dan wewenang kepala dacrah apabila kepala
daerah berhalangan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

wakil kepala daerah bertanggung jawab kepada kepala daerah.

Wakil kepala daerah menggantikan kepala daerah sampai habi;

masa jabatannya apabila kepala daerah meninggal dunia, berhenti,

diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya selama

6 (enam) bulan secara terus menerus dalam masa Jjabatannya.

Pasal 27

Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 25 dan Pasal 26, kepala daerah dan wakil kepala
daerah mempunyai kewajiban: .

a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara
Kesatuan Repub.ik Indonesia;

- meningkatkan kesejahteraan rakyat;

. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat;

- melaksanakan kehidupan demokrasi;

- menaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang-

undangan;

menjaga etika dan norma dalam penyelenggaraan pemerintahan

daerah;

g- memajukan dan mengembangkan daya saing daerah;

h. melaksanakan prinsip tata pemerintahan yang bersih dan baik;

i. melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan

keuangan daerah;

j- menjalin hubungan kerja dengan seluruh instansi vertikal di

daerah dan semua perangkat daerah;

k. menyampaikan rencana strategis penyelenggaraan pemerintahan

daerah di hadapan Rapat Paripurna DPRD.

o a0 o
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(2) Selain mempunyai kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), kepala dacrah mempunyai kewajiban juga untuk memberikan
laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada
Pemerintah, dan memberikan laporan keterangan
pertanggungjawaban kepada DPRD, serta menginformasikan
laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada masyarakat.

(3) Laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada

Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan
kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri untuk Gubenur,
dan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur untuk Bupati/
Walikota 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

(4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan

Pemerintah sebagai dasar melakukan evaluasi penyelenggaraan
pemerintahan daerah dan sebagai bahan pembinaan lebih lanjut
sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(5) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat

(2), ayat (3), dan ayat (4) diatur dalam Peraturan Pemerintah.
Paragraf Ketiga
Larangan bagi Kepala Daerah dan
Wakil Kepala Daerah

Pasal 28

Kepala daerah dan wakil kepala daerah dilarang:

a.

€.

f.

g.

membuat keputusan yang secara khusus memberikan keuntungan
bagi diri, anggota keluarga, kroni, golongan tertentu, atau kelompok
politiknya yang bertentangan dengan peraturan perundang-
undangan, merugikan kepentingan umum, dan meresahkan
sekelompok masyarakat, atau mendiskriminasikan warga negara dan/
atau golongan masyarakat lain;

_turut serta dalam suatu perusahaan, baik milik swasta maupun milik

negara/daerah, atau dalam yayasan bidang apapun;

. melakukan pekerjaan lain yang memberikan keuntungan bagi dirinya,

baik secara langsung maupun tidak langsung, yang berhubungan
dengan daerah yang bersangkutan,

. melakukan korupsi, kolusi, nepotisme, dan menerima uang barang

dan/ atau jasa dari pihak lain yang mempengaruhi keputusan atau
tindakan yang akan dilakukannya;

menjadi advokat atau kuasa hukum dalam suatu perkara di
pengadilan selain yang dimaksud dalam Pasal 25 huruf f;
menyalahgunakan wewenang dan melanggar sumpah/janji
jabatannya;

merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, sebagai anggota
DPRD sebagaimana yang ditetapkan dalam peraturan perundang -
undangan.
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Paragraf Keempat
Pemberhentian Kepala Daerah dan
Wakil Kepala Daerah

Pasal 29

Kepala dacrah dan/atau wakil kepala daerah berhenti karena:

a. meninggal dunia;

b. permintaan sendiri; atau

c. diberhentikan

Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ diberhentikan karena:

a. berakhir masa jabatannya dan telah dilantik pejabat yang baru,

b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau
berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;

¢. tidak lagi memenubhi syarat sebagai kepala daerah dan/atau wakil
kepala daerah;

d. dinyatakan melanggar sumpah/janji jabatan kepala daerah dan/
atau wakil kepala daerah;

e. tidak melaksanakan kewajiban kepala daerah dan/atau wakil
kepala daerah;

f. melanggar larangan bagi kepala daerah dan/atau wakil kepala
daerah.

Pemberhentian kepala dacrah dan/atau wakil kepala daerah

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b serta

ayat (2) huruf a dan huruf b diberitahukan oleh pimpinan DPRD
untuk diputuskan dalam Rapat Paripurna dan diusulkan oleh
pimpinan DPRD.

Pe:nberhentian kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dan huruf e

dilaksanakan dengan ketentuan:

a. Pemberhentian kepala daerah dan wakil kepala daerah
divsulkan kepada Presiden berdasarkan putusan Mahkamah
Agung atas pendapat DPRD bahwa kepala daerah dan/atau
wakil kepala daerah dinyatakan melanggar sumpah/janji jabatan
dan/atau tidak melaksanakan kewajiban kepala dacrah dan wakil
kepala daerah,;

b. Pendapat DPRD sebagaimana dimaksud pada huruf a
diputuskan melalui Rapat Paripurna DPRD yang dihadiri oleh
sekurang-kurangnya 3/4 (tiga perempat) dari jumlah anggota
DPRD dan putusan diambil dengan persetujuan sekurang-
kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumiah anggota DPRD yang
hadir;

¢. Mahkamah Agung wajib memeriksa, mengadili, dan memutus
pendapat DPRD tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) hari
setelah permintaan DPRD itu diterima Mahkamah Agung dan
putusannya bersifat final;
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d. Apabila Mahkamah Agung memutuskan bahwa kepala daerah
dan/atau wakil kepala daerah terbukti melanggar sumpah/
janji jabatan dan/atau tidak melaksanakan kewajiban, DPRD
menyelenggarakan Rapat Paripurna DPRD yang dihadiri oleh
sekurang-kurangnya 3/4 (tiga perempat) dari jumlah anggota
DPRD dan putusan diambil dengan persetujuan sekurang-
kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota DPRD yang
hadir untuk memutuskan usul pemberhentian kepala daerah dan/
atau wakil kepala dacrah kepada Presiden;

¢. Presiden wajib memroses usul pemberhentian kepala daerah
dan/atau wakil kepala daerah tersebut paling lambat 30 (tiga
puluh) hari sejak DPRD menyampaikan usul tersebut.

Pasal 30

Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah diberhentikan
sementara oleh Presiden tanpa melalui usulan DPRD apabila
dinyatakan melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam
dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih
berdasarkan putusan pengadilan.

Kepala daerali dan/atau wakil kepala daerah diberhentikan oleh
Presiden tanpa melalui usulan DPRD apabila terbukti melakukan
tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan
putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 31

Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah diberhentikan
sementara oleh Presiden tanpa melalui usulan DPRD karena
didakwa melakukan tindak pidana korupsi, tindak pidana
terorisme, makar, dan/atau tindak pidana terhadap keamanan
negara.

Kepala daerah dan/atau wakil kepala dacrah diberhentikar o'sh
Presiden tanpa melalui usulan DPRD karena terbukti mefakuko 1
makar dan/atau perbuatan lain yang dapat memecah befah Negara
Kesatuan Republik Indonesia yang dinyatakan dengan putusan
pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 32

Dalam hal kepala daerah dan/atau wakil kepala dacrah menghadapi
krisis kepercayaan publik yang meluas karena dugaan melakukan
tindak pidana dan melibatkan tanggung jawabnya, DPRD
menggunakan hak angket untuk menanggapinya.

Penggunaan hak angket sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan Rapat Paripurna
DPRD yang dihadiri olch sckurang-kurangnya 3/4 (tiga perempat)
dari jumlah anggota DPRD dan putusan diambil dengan
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persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah
anggota DPRD yang hadir untuk melakukan penyelidikan terhadap
kepala dacrah dan/atau wakil kepala daerah.

Dalam hal ditemukan bukti melakukan tindak pidana sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), DPRD menyerahkan proses
penyelesaiannya kepada aparat penegak hukum sesuai dengan
peraturan perundang-undangan.

Apabila kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah dinyatakan
bersalah karena melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana
penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih berdasarkan
putusan pengadilan yang belum memperoleh kekuatan hukum
tetap sebagaimana dimaksud pada avat (3), DPRD mengusulkan
pemberhentian sementara dengan keputusan DPRD.
Berdasarkan keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat
(4), Presiden mei.etapkan pemberhentian sementara kepala daerah
dan/atau wakil kepala daerah.

Apabila kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah dinyatakan
bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh
kekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (4),
pimpinan DPRD mengusulkan pemberhentian berdasarkan
keputusan Rapat Paripurna DPRD yang dihadiri oleh sekurang-
kurangnya 3/4 (tiga perempat) dari jumlah anggota DPRD dan
putusan diambil dengan persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 (dua
pertiga) dari jumlah anggota DPRD yang hadir.

Berdasarkan keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat

(6), Presiden memberhentikan kepala daerah dan/atau wakil kepala
daerah.

Pasal 33

Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah yang diberhentikan
sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1),
Pasal 31 ayat (1), dan Pasal 32 ayat (5) setelah melalui proses
peradilan ternyata terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan
pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, paling
lambat 30 (tiga puluh) hari Presiden telah merchabilitasikan dan
mengaktifkan kembali kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah
yang bersangkutan sampai dengan akhir masa jabatannya.
Apabila kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah yang
diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
telah berakhir masa jabatannya, Presiden merehabilitasikan kepala
daerah dan/atau wakil kepala dacrah yang bersangkutan dan tidak
mengaktifkannya kembali.

Tata cara pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 30, Pasal 31 dan Pasal 32 diatur dalam Peraturan Pemerintah.
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Pasal 34

Apabila kepala daerah diberhentikan sementara sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1), Pasal 31 ayat (1), dan Pasal 32
ayat (5), wakil kepala daerah melaksanakan tugas dan kewajiban
kepala daerah sampai dengan adanya putusan pengadilan yang
telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Apabila wakil kepala dacrah diberhentikan sementara sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1), Pasal 31 ayat (1), dan Pasal 32
ayat (5), tugas dan kewajiban wakil kepala daerah dilaksanakan
oleh kepala daerah sampai dengan adanya putusan pengadilan
yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Apabila kepala daerah dan wakil kepala daerah diberhentikan
sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1), Pasal
31 ayat (1), dan Pasal 32 ayat (5), Presiden menetapkan penjabat
Gubernur atas usul Menteri Dalam Negeri atau penjabat Bupati/
Walikota atas usul Gubernur dengan pertimbangan DPRD sampai
dengan adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh
kekuatan hukum tetap.

Tata cara penetapan, kriteria calon, dan masa jabatan penjavat
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan
Pemerintah.

Pasal 35

Apabila kepzla daerah diberhentikan berdasarkan putusan
pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2), Pasal 31 ayat
(2), dan Pasal 32 ayat (7), jabatan kepala daerah diganti oleh wakil
kepala daerah sampai berakhir masa jabatannya dan proses
pelaksanaannya dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Paripurna
DPRD dan disahkan oleh Presiden.

Apabila terjadi kekosongan jabatan wakil kepala dacrah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang sisa masa jabatannya
lebih dari 18 (delapan belas) bulan, kepala daerah mengusulkan
2 (dua) orang calon wakil kepala daerah untuk dipilih oleh Rapat
Paripurna DPRD berdasarkan usul partai politik atau gabungan
partai politik yang pasangan calonnya terpilih dalam pemilihan
kepala daerah dan wakil kepala daerah.

Dalam hal kepala daerah dan wakil kepala daerah berhenti atau
diberhentikan secara bersamaan dalam masa jabatannya, Rapat
Paripurna DPRD memutuskan dan menugaskan KPUD untuk
menyelenggarakan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala
dacrah paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak ditetapkannya
penjabat kepala daerah.

Dalam hal terjadi kekosongan jabatan kepala daerah dan wakil
kepala daerah scbagaimana dimaksud pada ayat (3), sekretaris
daerah melaksanakan tugas schari-hari kepala daerah sampai
dengan Presiden mengangkat penjabat kepala daerah.
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(3)

Tata cara pengisian kekosongan, persyaratan dan masa jabatan
penjabat sebagaimana dimaksud pada cyat (4) diatur dalam
Peraturan Pemerintah.

Paragraf Kelima

Tindakan Penyidikan terhadap Kepala Daerah dan

(1

()

3)

4)

&)

)
(2)

(1)

Wakil Kepala Daerah
Pasal 36

Tindakan penyelidikan dan penyidikan terhadap kepala daerah dan/

atau wakil kepala daerah dilaksanakan setelah adanya persetujuan

tertulis dari Presiden atas permintaan penyidik.

Dalam hal persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) tidak diberikan oleh Presiden dalam waktu paling lambat 60

(enam puluh) hari terhitung sejak diterimanya permohonan, proses

penyelidikan dan penyidikan dapat dilakukan.

Tindakan penyidikan yang dilanjutkan dengan penahanan

diperlukan persetujuan tertulis sesuai dengan ketentuan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

Hal-hal yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) adalah:

a. tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan; atau

b. disangka telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam
dengan pidana mati, atau telah melakukan tindak pidana
kejahatan terhadap keamanan negara.

Tindakan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) setelan

dilakukan wajib dilaporkan kepada Presiden paling lambat dalam

waktu 2 {dua) kali 24 (dua puluh empat) jam.

Paragraf Keenam
Tugas Gubernur sebagai Wakil Pemerintah

Pasal 37

Gubernur yang karena jabatannya berkedudukan juga s-bagai
wakil Pemerintah di wilayah provinsi yang bersangkutan.
Dalam kedudukannya sebagaimara dimaksud pada ayat (1),
Gubernur bertanggung jawah kepada Presiden.

Pasal 38

Gubernur dalam kedudukannya sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 37 memiliki tugas dan wewenang:

a. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan
daerah kabupaten/kota;

b. koordinasi penyelenggaraan urusan Pemerintah di daerah
provinsi dan kabupaten/kota;

¢. koordinasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan tugas
pembantuan di daerah provinsi dan kabupaten/kota.




(2) Pendanaan tugas dan wewenang Gubernur sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dibebankan kepada APBN.

(3) Kedudukan keuangan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

(4) Tatacara pelaksanaan tugas dan wewenang Gubernur sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Bagian Kelima
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Paragraf Kesatu

Umum

Pasal 39

Ketentuan tentang DPRD sepanjang tidak diatur dalam Undang-
Undang, ini berlaku ketentuan Undang-Undang tentang Susunan dan
Kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD.

Paragraf Kedua
Kedudukan dan Fungsi

Pasal 40

DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah dan
berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Pasal 41
DPRD memiliki fungsi legislasi, anzgaran, dan pengawasan.

Paragraf Ketiga
Tugas dan Wewenang

Pasal 42
(1) DPRD mempunyai tugas dan wewenang :

a. membentuk Perda yang dibahas dengan kepala daerah untuk
mendapat persetujuan bersama;

b. membahas dan menyetujui rancangan Perda tentang APBD
bersama dengan kepala daerah;

c. inelaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan
peraturan perundang-undangan lainnya, peraturan kepala
daerah, APBD, kcbijakan pemerintah daerah dalam
melaksanakan program pembangunan daerah, dan kerja sama
internasional di daerah;

d. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala daerah/
wakil kepala daerah kepada Presiden melalui Menteri Dalam
Negeri bagi DPRD provinsi dan kepada Menteri Dalam Negeri
melalui Gubernur bagi DPRD kabupaten/kota;
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e. memilih wakil kepala daerah daiam hal terjadi kekosongan
jabatan wakil kepala daerah;

f. memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah
daerah terhadap rencana perjanjian internasional di dacrah:

g. memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama
internasional yang dilakukan oleh pemerintah dacrah;

h. meminta laporan keterangan pertanggungjawaban kepala dacrah
dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;

i. membentuk panitia pengawas pemilihan kepala daerah:

j. melakukan pengawasan dan meminta laporan KPUD dalam
penyelenggaraan pemilihan kepala daerah,;

k. memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama antar
daerah dan dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat
dan daerah.

Selain tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

DPRD melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam

peraturan perundang-undangan.

Paragraf Keempat
Hak dan Kewajiban

Pasal 43

DPRD mempunyai hak:

a. interpelasi;

b. angket; dan

¢. menyatakan pendapat.

Pelaksanaan hak angket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
b dilakukan setelah diajukan hak interpelasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a dan meadapatkan persetujuan dari Rapat
Paripurna DPRD yang dihadiri sekurang-kurangnya 3/4 (tiga
perempat) dari jumlah anggota DPRD dan putusan diambil dengan
persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah
anggota DPRD yang hadir.

Dalam menggunakan hak angket sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) dibentuk panitia angket yang terdiri atas semua unsur fraksi
DPRD yang bekerja dalam waktu paling lama 60 (enam puluh)
hari telah menyampaikan hasil kerjanya kepada DPRD.

Dalam melaksanakan tugasnya, panitia angket sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) dapat memanggil, mendengar, dan
memeriksa seseorang yang dianggap mengetahui atau patut
mengetahui masalah yang sedang diselidiki serta untuk meminta
menunjukkan surat atau dokumen yang berkaitan dengan hal yang
sedang diselidiki.

Setiap orang yang dipanggil, didengar, den diperiksa sebagaimana
dimaksud pada ayat (5) wajib memenuhi panggilan panitia angket
kecuali ada alasan yang sah menurut peraturan perundang-
undangan.




(6) Dalam hal telah dipanggil dengan patut secara berturut-turut tidak

memenuhi panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), panitia
angket dapat memanggil secara paksa dengan bantuan Kepolisian
Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-
undangan.

(7) Seluruh hasil kerja panitia angket bersifat rahasia.
(8) Tata cara penggunaan hak interpelasi, hak angket, dan hak

menyatakan pendapat diatur dalam Peraturan Tata Tertib DPRD
yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 44

‘1) Anggota DPRD mempunyai hak:

a. mengajukan rancangan Perda;

b. mengajukan pertanyaan;

¢. menyampaikan usul dan pendapat;
d. memilih dan dipilih;

e. membela diri;

f. imunitas,

g. protokoler; dan

h. keuangan dan administratif.

(2) Kedudukan protokoler dan keuangan pimpinan dan anggota

DPRD diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 45

Anggota DPRD mempunyai kewajiban:

a.

mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan menaati segala
peraturan perundang-undangan;

melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan

pemerintahan daerah:

. mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional serta keutur-r

Negara Kesatuan Republik Indonesia:

. memperjuangkan peningkatan kesejahteraan rakyat di daerah:

¢. menyerap, menampung, menghimpun dan menindaklanjuti aspiras:

masyarakat,
mendahulukan kepentingan negara diatas kepentingan privadi
kelompok, dan golongan;

“memberikan pertanggungjawaban atas tugas dan kinerjanya selaku

anggota DPRD sebagai wujud tanggung jawab moral dan pobius
terhadap daerah pemilihannya:

menaati Peraturan Tata Tertib, Kode Etik. dan sumpah/janji anggota

DPRD;
menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan fembaga
yang, terke it.
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Paragraf Kelima
Alat Kelengkapan DPRD

Pasal 46

Alat Kelengkapan DPRD terdiri atas :

a. pimpinan;

b. komisi;

¢. panitia musyawarah;

d. panitia anggaran,

e. Badan Kehormatan; dan

f. alat kelengkapan lain yang diperlukan.

Pembentukan susunan, tugas, dan wewenang alat kelengkapan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur delam Peraturan luta
Tertib DPRD dengan berpedoman pada peraturan perundang-
undangan.

Pasal 47

Badan Kehormatun DPRD dibentuk dan ditetapkan dengun

keputusan DPRD.

Anggota Badan Kehormatan DPRD sebagaimana dimaksud pada

avat (1) dipilih dari dan oleh anggota DPRD dengan ketentuan:

a. untuk DPRD kabupaten/kota yang berianggetakan simpa
dengan 34 (tiga puluh empat) berjumlah 3 (tiga) orang. dan
untuk DPRD yang beranggotakan 35 (tiga puluh liina) sampai
dengan 45 (empat puluh lima) berjumlah 5 (lima} crang-

b. untuk DPRD provinsi yang beranggotakan sampai dengan 74
(tujuh puluh empat) berjumlah § (lima) orang, dan untuk DPRD
yang beranggotakan 75 (tujuh puluh lima) sampai dengan 100
(seratus) berjumlah 7 (tujuh) orang.

Pimpinan Badan Kehormatan DPRD sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) terdiri atas seorang Ketua dan seorang Wakil Ketua yang

dipilih dari dan oleh anggota Badan Kehormatan.

Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di bantu

oleh sebuah sekretariat yang secara fungsional dilaksanakan oleh

Sekretariat DPRD.

Pasal 48

Badan Kehormatan mempunyai tugas:

a. mengamati, mengevaluasi disiplin, etika dan moral, para anggota
DPRD dalam rangka menjaga martabat dan kehormatan sesuai
dengan Kode Etik DPRD;

b. meneliti dugaan pelanggaran yang dilakukan anggota DPRD terhadap
Peraturan Tata Tertib dan Kode Etik DPRD serta sumpah/janji;

¢. melakukan penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi atas pengaduan
Pimpinan DPRD, masyarakat dan/atau pemilih;




d. menyampaikan kesimpulan atas hasil penyelidikan, verifikasi, dan
klarifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf ¢ sebagai
rekomendasi untuk ditindaklanjuti oleh DPRD.

Pasal 49

(1) DPRD wajib menyusun kode etik untuk menjaga martabat dan
kehormatan anggota DPRD dalam menjalankan tugas dan
wewenangnya.

(2) Kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-
kurangnya meliputi:

a. pengertian kode etik;

b. tujuan kode etik;

c. pengaturan sikap, tata kerja, dan tata hubungan antar
penyelenggara pemerintahan dacrah dan antaranggota serta
antara anggota DPRD dan pihak lain;

d. hal yang baik dan sepantasnya dilakukan oleh anggota DPRD;

e. ctika dalam penyampaian pendapat, tanggapan, jawaban,
sanggahan; dan

f. sanksi dan rehabilitasi.

Pasal 50

(1) Setiap anggota DPRD wajib berhimpun dalam fraksi.

(2) Jumlah anggota setiap fraksi scbagaimana dimaksud pada ayat
(1) sckurang-kurangnya sama dengan jumlah komisi di DPRD.

(3) Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari 1 (satu)
partai politik yang tidak memenuhi syarat untuk membentuk 1
(satu) fraksi, wajib bergabung dengan fraksi yang ada atau .

-smembentuk fraksi gabungan. ' -

(4) Fraksi yang ada wajib menerima angggota DPRD dari partai
politik lain yang tidak memenuhi syarat untuk dapat membentuk
satu fraksi.

{5) ‘Dalam hal fraksi gabungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
setelah dibentuk, kemudian tidak lagi memenuhi syarat sebagai
fraksi gabungan, seluruh anggota fraksi gabungan tersebut wajib
bergabung dengan fraksi dan/atau fraksi gabungan lain yang
memenuhi syarat.

(6) Parpol yang memenuhi persyaratan untuk membentuk fraksi hanya
dapat membentuk satu fraksi.

(7) Fraksi gabungan dapat dibentuk oleh partai politik dengan syarat
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (5).

Pasal 51
(1) DPRD provinsi yang beranggotakan 35 (tiga puluh lima) saxn;_)gi
dengan 75 (tujuh puluh lima) orang membentuk 4 (empat) komisi,

yang beranggotakan lebih dari 75 (tujuh puluh lima) orang
membentuk 5 (lima) komisi.
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DPRD kabupaten/kota yang beranggotakan 20 (duz puluh) sampuai
dengan 35 (tiga puluh lima) orang membentuk 3 (tiga) komisi.
yang beranggotakan lebih dari 35 (tiga puluh lima) orang
membentuk 4 (empat) komisi.

Pasal 52

Anggota DPRD tidak dapat dituntut dihadapan pengadilan harcna
pernyataan, pertanyaan dan/atau pendapat yang dikemukakan
secara lisan ataupun tertulis dalam rapat DPRD. sepanjang tiduk
bertentangan dengan Peraturan Tata Tertib dan kode ctik
DPRD.

Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku
dalam hal anggota yang bersangkutan mengumumkan materi vang
telah disepakati dalam rapat tertutup untuk dirahasiakan. atau hal-
hal yang dimaksud oleh ketentuan mengenai pengumuman rahasia
negara dalam peraturan perundang-undangan.

Anggota DPRD tidak dapat diganti antarwaktu karcna perny ataan,
pertanyaan dan/atau pendapat yang dikemukakan dalam rapat
DPRD.

Pasal 53

lindakan penyidikan terhadap anggota DPRD dilaksanakan setelah

adanya persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri atas nama

Presiden bagi anggota DPRD provinsi dan dari Gubernur atas nama

Menteri Dalam Negeri bagi anggota DPRD kabugpaten/kota.

valam hal persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud pada avat

(1) tidak diberikan dalam waktu paling lambat 60 (enam puluh)

hari semenjak diterimanya permohonan, proses penyidikan dapat

dilakukan.

Tindakan penyidikan yang dilanjutkan dengan penahanan

diperlukan persetujuan tertulis dengan cara sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dan ayat (2).

Hal-hal yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) adalah: , ‘

a. tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan; atau

b. disangka melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam
dengan pidana mati, atau tindak pidana kejahatan terhadap
keamanan negara.

Setelah tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan

tindakan penyidikan harus dilaporkan kepada pejabat yang

memberikan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling

lambat 2 (dua kali) 24 (dua puluh empat) jam.
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Bagian Keenam

Larangan dan Pemberhentian Anggota DPRD

Pasal 54

Anggota DPRD dilarang merangkap jabatan sebagai:

a. pejabat negara lainnya;

b. hakim pada badan peradilan;

c. pegawai negeri sipil, anggota TNI/Polri, pegawai pada badan
usaha milik negara, badan usaha milik daerah dan/atau badan
lain yang anggarannya bersumber dari APBN/APBD.

Anggota DPRD dilarang melakukan pekerjaan sebagai pejabat

struktural pada lembaga pendidikan swasta, akuntan publik,

konsultan, advokat/pengacara, notaris, dokter praktik dan
pekerjaan lain yang ada hubungannya dengan tugas, wewenang,
dan hak sebagai anggota DPRD.

Anggota DPRD dilarang melakukan korupsi, kolusi, dan

nepotisme.

Anggota DPRD yang melakukan pekerjaan sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) wajib melepaskan pekerjaan tersebut sclama menjadi

anggota DPRD. .

Anggota DPRD yang tidak memenuhi kewajiban scbagaimana

dimaksud pada ayat (4) diberhentikan olch pimpinan berdasarkan

hasil pemeriksaan Badan Kehormatan DPRD.

Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat

(2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) diatur dalam Peraturan Tata

Tertib DPRD yang berpedoman pada peraturan perundang-

undangan.

Bagian Ketujuh
Penggantian Antarwaktu Anggota DPRD

Pasal 55

Anggota DPRD berhenti antarwaktu sebagai anggota karena:

a. meninggal dunia;

b. mengundurkan diri atas permintaan sendiri secara tertulis; dan

c. diusulkan oleh partai politik yang bersangkutan.

Anggota DPRD diberhentikan antarwaktu, karena:

a. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan aiau
berhalangan tetap sccara berturut-turut selama 6 (¢cnam) bulan;

b.tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota DPRD;

¢. dinyatakan melanggar sumpah/janji jabatan, dan/atau melanggpar
kode etik DPRD;

d. tidak melaksanakan kewajiban anggota DPRD;

. melanggar larangan bagi anggota DPRD;

f. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah
memperoleh kekuatan hukum tetap karena melanggar tindak
pidana dengan ancaman pidana paling singkat 5 (lima) tahun
penjara atau lebih.

(¢4
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Pemberhentian anggota DPRD yang telah memenuhi ketentuan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan
oleh Pimpinan DPRD kepada Menteri Dalam Negeri melalui
Gubernur bagi anggota DPRD provinsi dan kepada Gubernur
melalui Bupati/Walikota bagi anggota DPRD kabupaten/kota
untuk diresmikan pemberhentiannya.

Pemberhentian anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) huruf a, huruf b, huruf ¢, huruf d, dan huruf e dilaksanakan
setelah ada keputusan DPRD berdasarkan rekomendasi dari Badan
Kehormatan DPRD.

Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur dalam Peraturan Tata Tertib
DPRD berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedelapan

Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
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Paragraf Kesatu
Pemilihan

Pasal 56

Kepala daerah dan. wakil kepala daerah dipilih dalam satu
pasangan calon yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan
asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

Pasangan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh
partai politik atau gabungan partai politik.

Pasal 57

Pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah diselenggarakan
oleh KPUD yang bertanggungjawab kepada DPRD.

Dalam melaksanakan tugasnya KPUDD menyampaikan laporan
penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah
kepada DPRD.
Dalam mengawasi penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan
wakil kepala daerah, dibentuk panitia pengawas pemilihan kepala
dacrah dan wakil kepala daerah yang keanggotaannya terdiri atas
unsur kepolisian, kejaksaan, perguruan tinggi, pers, dan tokoh
masyarakat.

Anggota panitia pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
berjumlah 5 (lima) orang untuk provinsi, 5 (lima) orang untuk
kabupaten/kota dan 3 (tiga) orang untuk kecamatan.

Panitia pengawas kecamatan diusulkan oleh panitia pengawas
kabupaten/kota untuk ditetapkan oleh DPRD.

Dalam hal tidak didapatkan unsur scbagaimana dimaksud pada
ayat (3), panitia pengawas kabupaten/kota’kecamatan dapat diisi
oleh unsur yang lainnya.

Panitia pengawas pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah
dibentuk oleh dan bertanggungjawab kepada DPRD dan
berkewajiban menyampaikan laporannya.




Pasal 58

Calon Kepala Dacrah dan Wakil Kepala Dacrah adalah warga negara

Republik Indonesia yang memenubhi syarat:

a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

b. setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi
17 Agustus 1945, dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia
serta Pemerintah;

c. berpendidikan sekurang-kurangnya sekolah lanjutan tingkat atas dan/
atau sederajat;

d. berusia sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) tahun;

¢. sehat jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan
menyeluruh dari tim dokter;

f. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan
yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan
tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 5
(lima) tahun atau lebih;

g. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan
yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

h. mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat di daerahnya;

i. menyerahkan daftar kekayaan pribadi dan bersedia untuk
diumumkan;

j. tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/
atau secara badan hukum yang menjadi tanggungjawabnya yang
merugikan keuangan negara;

k. tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang
telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

I. tidak pernah melakukan perbuatan tercela;

m.memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atau bagi yang belum
mempunyai NPWP wajib mempunyai bukti pembayaran pajak;

n. menyerahkan daftar riwayat hidup lengkap yang memuat antara lain
riwayat pendidikan dan pekerjaan serta keluarga kandung, suami atau
istri;

0. belum pernah menjabat sebagai kepala daerah atau wakil kepala
daerah selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama;
dan

p. tidak dalam status sebagai pejabat kepala daerah.

Pasal 59

(1) Peserta pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah
pasangan calon yang diusulkan secara berpasangan oleh partai
politik atau gabungan partai politik.

(2) Partai politik atau gabungan partai politik sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dapat mendaftarkan pasangan calon apabila
memenuhi persyaratan perolehan sekurang-kurangnya 15% (lima
belas persen) dari jumlah kursi DPRD atau 15% (lima belas persen)
dari akumulasi perolehan suara sah dalam Pemilihan Umum
anggota DPRD di daerah yang bersangkutan.
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Partai politik atau gabungan partai politik wajib membuka
kesempatan yang seluas-luasnya bagi bakal calon perscorangan
yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 dan
selanjutnya memproses bakal calon dimaksud melalui mekanisme
yang demokratis dan transparan.

Dalam proses penetapan pasangan calon, partai poliuk atsu

gabungan partai politik memperhatikan pendapat dan tanggapan

masyarakat.

Partai politik atau gabungan partai politik pada saat mendaftarkan

pasangan calon, wajib menyerahkan :

a. surat pencalonan yang ditandatangani olch pimpinan part
politik atau pimpinan partai politik yang bergabung;

b. kesepakatan tertulis antarpartai politik yang bergabung untuk
mencalonkan pasangan calon; ., - .

c. surat pernyataan tidak akan mcniﬁk(pcncalonan atas pasangan
yang dicalonkan yang ditandatangani oleh pimpinan partas
politik atau para pimpinan partai politik yang bergabung:

d. surat pernyataan kesediaan yangz bersanglutan scbagai calon
kepala daerah dan wakil kepala dacrah secara berpasangan:

e. surat pernyataan tidak akan mengundurkan diri sebagai pasangan
calon;

f. surat pernyataan kesanggupan mengundurkan diri dari jabatan
apabila terpilih menjadi kepala daerah atau wakil kepala daerah
sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

g. surat pernyataan mengundurkan diri dari jabatan negert bagi
calon yang berasal dari pegawa: negeri sipil, anggota Tentara
Nasional Indonesia, dan anggota Kepolisian Negara Republik
Indonesia;

h. surat pernyataan tidak aktif dari jabatannya bagi pimpinan
DPRD tempat yang bersangkutan menjadi calon di daerah yang
menjadi wilayah kerjanya;

i. surat pemberitahuan kepada pimpinan bagi anggota DPR, DPD,
dan DPRD yang mencalonkan diri sebagai calon kepala daerah
dan wakil kepala daerah;

j. kelengkapan persyaratan calon kepala daerah dan wakil kepala
daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58; dan

k. naskah visi, misi dan program dari pasangan calon secara
tertulis.

Partai politik atau gabungan partai politik sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) hanya dapat mengusulkan satu pasangan calon dan

pasangan calon tersebut tidak dapat diusulkan lagi oleh partai
politik atau gabungan partai politik lainnya.

Masa pendaftaran pasangan calon sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak pengumuman

pendaftaran pasangan calon.
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Pasal 60

Pasangan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1)
diteliti persyaratan administrasinya dengan melakukan klarifikasi
kepada instansi pemerintah yang berwenang dan menerima
masukan dari masyarakat terhadap persyaratan pasangan calon.
Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan
secara tertulis kepada pimpinan partai politik atau gabungan partai
politik yang mengusulkan, paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung
sejak tanggal penutupan pendaftaran.

Apabila pasangan calon belum memenuhi syarat atau ditolak
karena tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 58 dan/atau Pasal 59, partai politik atau gabungan partai
politik yang mengajukan calon diberi kesempatan untuk
melengkapi dan/atau memperbaiki surat pencalonan beserta
persyaratan pasangan calon atau mengajukan calon baru paling
lambat 7 (tujuh) hari sejak saat pemberitahuan hasil penelitian
persyaratan oleh KPUD.

KPUD melakukan penelitian ulang kelengkapan dan atau
perbaikan persyaratan pasangan calon sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) dan sekaligus memberitahukan hasil penelitian tersebut
paling lambat 7 (tujuh) hari kepada pimpinan partai politik atau
gabungan partai politik yang mengusulkan.

Apabila hasil penelitian berkas pasangan calon sebagaimana
d‘maksud pada ayat (3) tidak memenuhi syarat dan ditolak oleh
KPUD, partai politik dan atau gabungan partai politik, tidak dapat
lagi mengajukan pasangan calon.

Pasal 61

Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal
60 ayat (2) dan ayat (4), KPUD menetapkan pasangan calon paling
kurang 2 (dua) pasangan calon yang dituangkan dalam Berita Acara
Penetapan pasangan calon.

Pasangan calon yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) diumumkan secara luas paling lambat 7 (tujuh) hari sejak
selesainya penelitian.

Terhadap pasangan calon yang telah ditetapkan dan diumumkan,
selanjutnya dilakukan undian secara terbuka untuk menetapkan
nomor urut pasangan calon.

Penctapan dan pengumuman pasangan calon sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) bersifat final dan mengikat.

Pasal 62

Partai politik atau gabungan partai politik dilarang menarik
calonnya dan/atau pasangan calonnya dan pasangan calon atau
salah seorang dari pasangan calon dilarang mengundurkan diri
terhitung sejak ditetapkan sebagai pasangan calon oleh KPUD.
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Apabila partai politik atau gabungan partai politik menarih
calonnya dan/atau pasangan calon dan/atau salah seorang dan
pasangan calon mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), partai politik atau gabungan partai politik vang
mencalonkan tidak dapat mengusulkan calon pengganti.

Pasal 63

Dalam hal salah satu calon atau pasangan calon berhalangan tetap
sejak penetapan calon sampai pada saat dimulainya har kampanyc.
partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calonnva
berhalangan tetap dapat mengusulkan pasangan calon pengypants
paling lambat 3 (tiga) hari sejak pasangan calon berhalangan tetar
dan KPUD melakukan peneclitian persyaratan administrasi dan
menetapkan pasangan calon pengganti paling lambat 4 (empat)
hari sejak pasangan calon pengganti didaftarkan.

Dalam hal salah 1 (satu) calon atau pasangan calon berhalangan
tetap pada saat dimulainya kampanye sampai hari pemungutan
suara dan masih terdapat 2 (dua) pasangan calon atau lebih. tahapan
pelaksanaan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala dacran
dilanjutkan dan pasangan calon yang berhalangan tetap tidak dapat
diganti serta dinyatakan gugur.

Dalam hal salah satu calon atau pasangan calon berhalangan tetap
pada saat dimulainya kampanye sampai hari pemungutan suara
schingga jumlah pasangan calon kurang dari 2 (dua) pasangan,
tahapan pelaksanaan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala
daerah ditunda paling lambat 30 (tiga puluh) hari dan partai politik
atau gabungan partai politik yang pasangan calonnya berhalangan
tetap mengusulkan pasangan calon pengganti paling lambat 3 (tiga)
hari sejak pasangan calon berhalangan tetap dan KPUD melakukan
penelitian persyaratan administrasi dan menetapkan pasangan
calon pengganti paling lambat 4 (empat) hari sejak pasangan calon
pengganti didaftarkan.

Pasal 64

Dalam hal salah satu calon atau pasangan calon berhalan gan tetap
setelah pemungutan suara putaran pertama sampai dimulainya hari
pemungutan suara putaran kedua, tahapan pelaksanaan pemilihan
kepala daerah dan wakil kepala daerah ditunda paling lambat 30
(tiga puluh) hari.

Partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calonnya
berhalangan tetap mengusulkan pasangan calon pengganti paling
lambat 3 (tiga) hari sejak pasangan calon berhalarizan tetap
sebagaimana dimaksud pada ayai (1) dan KPUD melakukan
penelitian persyaratan administrasi dan menetapkan pasan gan
calon pengganti paling lambat 4 (empat) hari sejak pasangan calon
pengganti didaftarkan. '
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Pasal 65

Pemilihan kepala dacrah dan wakil kepala daerah dilaksanakan

melalui masa persiapan, dan tahap pelaksanaan.

Masa persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

a. Pemberitahuan DPRD kepada kepala dacrah mengenai
berakhirnya masa jabatan;

b. Pemberitahuan DPRD kepada KPUD mengenai berakhirnya
masa jabatan kepala daerah;

¢. Perencanaan penyelenggaraan, meliputi penetapan tata cara dan
jadwal tahapan pelaksanaan pemilihan kepala daerah;

d. Pembentukan Panitia Pengawas, PPK, PPS dan KPPS;

¢. Pemberitahuan dan pendaftaran pemantau.

Tahap pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

a. Penetapan daftar pemilih;

b. Pendaftaran dan Penetapan calon kepala dacrah/wakil kepala
daerah;

¢. Kampanye;

d. Pemungutan suara;

e. Perhitungan suara; dan

f. Penetapan pasangan calon kepala daerah/wakil kepala daerah
terpilih, pcngesahan, dan pelantikan.

Tata cara pelaksanaan masa persiapan sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) dan tahap pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada

ayat (3) diatur KPUD dengan berpedoman pada Peraturan

Pemerintah.

Pasal 66

Tugas dan wewenang KPUD dalam penyelenggaraan pemilihan

kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah :

a. merencanakan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan
wakil kepala daerah;

b. menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan kepala daerah dan
wakil kepala daerah sesuai dengan tahapan yang diatur dalam
peraturan perundang-undangan;

¢. mengkoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan
semua tahapan pelaksanaan pemilihan kepala daerah dan wakil
kepala daerah;

d. menetapkan tanggal dan tata cara pelaksanaan kampanye, serta
pemungutan suara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala
daerah;

¢. meneliti persyaratan partai politik atau gabungan partai politik
yang mengusulkan calon;

f. meneliti persyaratan calon kepala daerah dan waki! kepals
daerah yang diusulkan;

g. menetapkan pasangan calon yang telai mcnienuin por-y aate s

h. mencrima pendaftaran dan mengumumian tm Kampasye.
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i. mengumumkan laporan sumbangan dana kampanye;

j. menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan uara dan
mengumumkan hasil pemilihan kepala daerah dan wakil kepala
daerah;

k. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan
kepala daerah dan wakil kepala daerah; '

l. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur oleh
peraturan perundang-undangan;

m.menetapkan kantor akuntan publik untuk mengaudit dana
kampanye dan mengumumkan hasil audit.

Dalam penyelenggaraan pemilihan gubernur dan wakil gubernur

KPUD kabupaten/kota adalah bagian pelaksana tahapan

penyelenggaraan pemilihan yang ditetapkan oleh KPUD provinsi.

Tugas dan wewenang DPRD dalam penyelenggaraan pemilihan

kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah :

a. memberitahukan kepada kepala daerah mengenai akan
berakhirnya masa jabatan;

b. mengusulkan pemberhentian kepala daerah dan wakil kepaia
daerah yang berakhir masa jabatannya dan mengusulkan
pengangkatan kepala dacrah dan wakil kepala dacrah terpilih;

c. melakukan pengawasan pada semua tahapan pelaksanaan
pemilihan;

d. membentuk panitia pengawas;

- meminta pertanggungjawaban pelaksanaan tugas KPUD; dan

f. menyelenggarakan rapat paripurna untuk mendengarkan
penyampaian visi, misi, dan program dari pasangan calon kepala
daerah dan wakil kepala daerah.

Panitia pengawas pemilihan mempunyai tugas dan wewenang:

a. mengawasi semua tahapan penyelenggaraan pemilihan kepala
daerah dan wakil kepala daerah; :

b. menerima laporan pelanggaran peraturan perundang-undangan
pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah;

c. menyelesaikan sengketa yang timbul dalam penyelenggaraan
pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah;

d. meneruskan temuan dan laporan yang tidak dapat diselesaikan
kepada instansi yang berwenang; dan

¢. mengatur hubungan koordinasi antar panitia pengawasan pada
semua tingkatan.

o

Pasal 67

KPUD berkewajiban :

a. memperlakukan pasangan calon secara adil dan setara;

b. menetapkan standarisasi serta kebutuhan barang dan jasa yang
berkaitan dengan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan

wakil kepala daerah berdasarkan peraturan perundang-
undangan;




c. menyampaikan laporan kepada DPRD untuk setiap tahap

pelaksanaan pemilihan dan menyampaikan informasi
kegiatannya kepada masyarakat;

d. memelihara arsip dan dokumen pemilihan serta mengelola

barang inventaris milik KPUD berdasarkan peraturan
perundang-undangan;

e. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran kepada

DPRD;

f. melaksanakan semua tahapan pemilihan kepala daerah dan

wakil kepala daerah secara tepat waktu.

Paragraf Kedua
Penetapan Pemilih

Pasal 68

Warga negara Republik Indonesia yang pada hari pemungutan suara
pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah sudah berumur 17
(tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin mempunyai hak memilih.

(D)
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3)
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(2)

Pasal 69

Untuk dapat menggunakan hak memilih, warga negara Republik

Indonesia harus terdaftar sebagai pemilih.

Untuk dapat didaftar sebagai pemilih, warga negara Republik

Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi

Syarat :

a. nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;

b. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan
pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Seorang warga negara Republik Indonesia yang telah terdaftar

dalam daftar pemilih ternyata tidak lagi memenuhi syarat

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat menggunakan

hak memilihnya.

Pasal 70

Daftar pemilih pada saat pelaksanaan pemilihan umum terakhir
di daerah digunakan sebagai daftar pemilih untuk pemilihan kepala
daerah dan wakil kepala daerah.

Daftar pemilih scbagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah
dengan daflar pemilih tambahan yang tclah memenuhi persyaratan
sebagai pemilih ditetapkan sebagai daftar pemilih sementara.

Pasal 71

Pemilih yang telah terdaftar sebagai pemilih scbagaimana dimaksud
dalam Pasal 70 diberi tanda bukti pendaftaran untuk ditukarkan dengan
kartu pemilih untuk setiap pemungutan suara.
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Pasal 72

Seorang pemilih hanya didaftar 1 (satu) kali dalam daftar pemilih.
Apabila seorang pemilih mempunyai lebih dari I (satu) tempat
tinggal, pemilih tersebut harus menentukan satu di antaranya untuk
ditetapkan sebagai tempat tinggal yang dicantumkan dalam daftar
pemilih

Pasal 73

Pemilih yang terdaftar dalam daftar pemilih sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 70 kemudian, berpindah tempat tinggal
atau karena ingin menggunakan hak pilihnya di tempat lain,
pemilih yang bersangkutan harus melapor kepada PPS setempat.
PPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencatat nama pemilih
dari daftar pemilih dan memberikan surat keterangan pindah
tempat memilih.

Pemilih melaporkan kepindahannya kepada PPS di tempat
pemilihan yang baru.

Pemilih terdafiar yang karena sesuatu hal terpaksa tidak dapat
menggunakan hak pilihnya di TPS yang sudah ditetapkan, yang
bersangkutan dapat menggunakan hak pilihnya di tempat lain
dengan menunjukkan kartu pemilih.

Pasal 74

Berdasarkan daftar pemilih sebagaimana dimaksud daiam Pasal
70 dan Pasal 73 PPS menyusun dan menetapkan daftar pemilih
sementara.

Daftar pemilih sementaia sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diumumkan oleh PPS untuk mendapat tanggapan masyarakat. -
Pemilih yang belum terdaftar dalam daftar pemilih sementara dapat
mendaftarkan diri ke PPS dan dicatat dalam daftar pemilih
tambahan.

Daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tambahan ditetapkan
sebagai daftar pemilih tetap.

Daftar pemilih tetap disahkan dan diumumkan oleh PPS.

Tata cara pelaksanaan pendaftaran pemilih ditetapkan oleh KPUD.

Paragraf Ketiga
Kampanye

Pasal 75

Kampanye dilaksanakan sebagai bagian dari penyelenggaraan
pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah.

Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakvkan selama
14 (empat belas) hari dan berakhir 3 (tiga) hari sebelum hari
pemungutan suara.

Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan
oleh tim kampanye yang dibentuk oleh pasangan calon bersama-
sama partai politik atau gabungan partai politik yang mengusulkan
pasangan calon.




